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Abstrak 
Perumahan diatas bangunan gedung komersial adalah sebuah komplek perumahan mewah yang dibangun di atas bangunan gedung komersial seperti Cosmo Park di atap Mall Thamrin City dan The Villas di atap Mall of Indonesia. Pembangunan perumahan ini menyebabkan perubahan fungsi bangunan dari fungsinya sebagai pusat perbelanjaan murni berubah menjadi fungsi rumah susun campuran. Selama ini belum terdapat aturan yang mengatur tentang berubahnya fungsi pusat perbelanjaan menjadi fungsi rumah susun campuran sehingga menimbulkan persoalan tentang belum jelasnya status kepemilikan perumahan diatas bangunan gedung komersial tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pembangunan perumahan diatas bangunan gedung komersial yang telah beroperasional menurut peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui bukti kepemilikan atas rumah yang dibangun diatas gedung komersial. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menggunakan sumber data sekunder (pustaka) yang terdiri dari :bahan  hukum primer; bahan hukum sekunder. Kemudian data tersebut diolah secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metode preskripsi yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada. Menghasilkan kesimpulan yaitu perubahan fungsi bangunan gedung dari fungsi bangunan gedung komersial menjadi fungsi rumah susun campuran, diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung dan rumah susun dan bukti kepemilikan atas rumah yang dibangun diatas bangunan gedung komersial ini adalah SHM Sarusun begitupun kepemilikan bangunan dibawahnya juga akan mengikuti.
Kata Kunci: perubahan fungsi, bukti kepemilikan. 
Abstract

Housing above commercial buildings is a luxury housing complex built on commercial buildings such as Cosmo Park on the roof of the Thamrin City Mall and The Villas on the roof of the Mall Of Indonesia. This housing development caused a change in the function of the building from its function as a pure shopping center turned into a function of mixed flats. So far no rules are governing the change in the function of the shopping center to the function of mixed flats which raises the issue of the unclear ownership status of the housing above the commercial building. The purpose of this research is to find out and analyze the arrangement of housing construction on commercial buildings that have been operating according to laws and regulations and to find evidence of ownership of houses built on commercial buildings. This research is normative legal research, namely legal research conducted by using secondary data sources (literature) consisting of primary legal material; secondary legal material. Then the data is processed systematically and analyzed using prescription methods that aim to provide an overview or formulate a problem following the circumstances/ facts that exist. Produce conclusions is a change in the function of the building, buildings from the function of commercial buildings to the function of mixed flat, allowed in the legislation concerning buildings and flats and proof of ownership of the house built above this commercial building is SHM Sarusun, as well as ownership as the building below it, will also follow.

Keywords: change of function, proof of ownership.
PENDAHULUAN 
Jumlah penduduk yang terus meningkat selalu berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan akan perumahan. Di kota-kota besar termasuk Jakarta, perumahan merupakan kebutuhan yang menjadi sebuah masalah penting karena pertumbuhan penduduk yang disebabkan kelahiran dan urbanisasi yang tidak sebanding dengan tersedianya fasilitas perumahan. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) (Alif 2009).
Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, ditetapkan bahwa pembangunan perumahan dan pemukiman merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan kehidupan, memberi arah pada pertumbuhan wilayah, memperluas lapangan kerja serta menggerakkan kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat (Andi, Wayan, and Manulu 1990). Upaya pembangunan perumahan dan pemukiman terus ditingkatkan untuk menyediakan perumahan dengan jumlah yang makin meningkat, dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat terutama golongan yang berpenghasilan rendah dan dengan tetap memperhatikan persyaratan, minimum bagi perumahan dan pemukiman yang layak, sehat, aman dan serasi. Dalam pembangunan perumahan dan pemukiman, termasuk pembangunan kota-kota baru, perlu diperhatikan kondisi dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, laju pertumbuhan penduduk dan penyebarannya, pusat-pusat produksi dan tata guna tanah dalam rangka membina kehidupan masyarakat yang maju.
Saat ini, Kondisi perumahan baik di kota maupun di desa masih banyak yang belum memenuhi persyaratan teknis maupun kesehatan (Djemabut 1986). Hal ini disebabkan oleh tingkat pendapatan, pengetahuan, dan pendidikan dari sebagian besar masyarakat Indonesia yang relatif masih rendah. Akibatnya, daya tangkap dan 
pengertiannya terhadap fungsi rumah dan lingkungan masih kurang. Pembangunan perumahan menyangkut berbagai bidang secara lintas sektor antara lain kependudukan, teknologi, pembiayaan, pertanahan, kelembagaan, dan lain-lainnya. Oleh karena itu dalam pelaksanaan program pembangunan di lapangan dapat saja ditemukan bahwa salah satu aspek, walaupun berkaitan dengan aspek-aspek lain, titik berat kepentingannya berbeda, sehingga kadang-kadang menimbulkan hambatan dalam pelaksanaannya. Selain itu, untuk mendorong pemenuhan kebutuhan terhadap perumahan, maka dibutuhkan suatu penyediaan perumahan yang disediakan baik oleh pemerintah maupun swasta (Kusumastuti 2015).
Pembangunan rumah dibuat bertingkat atau yang kita kenal dengan rumah susun mengingat lahan yang tersedia semakin terbatas dikarenakan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Rumah susun yang menggunakan sistem lebih dari satu lantai dapat dikatakan sebagai perumahan yang dibagi atas bagian-bagian yang dimiliki bersama dan satuan-satuan yang masing-masing dimiliki secara terpisah untuk dihuni, dengan memperhatikan faktor sosial budaya yang hidup di masyarakat (Ridwan n.d.). Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama di daerah perkotaan yang jumlah penduduknya terus meningkat (s Hutagalung 2007). Pengadaan rumah susun ini juga merupakan pilihan yang ideal bagi negara-negara berkembang (Febriani 2019), karena pembangunan rumah susun dapat mengurangi penggunaan tanah, membuat ruang-ruang terbuka kota yang lebih luas dan dapat digunakan sebagai suatu cara untuk peremajaan kota bagi daerah yang kumuh. 
Bangunan rumah susun terdiri dari prasarana, sarana, dan utilitas umum. Prasarana meliputi drainase, jaringan jalan, air bersih, sanitasi dan tempat sampah. Selain prasarana, pengembang rumah susun wajib melengkapi area rumah susun dengan sarana yaitu sarana sosial ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, peribadatan dan perniagaan, dan sarana umum seperti ruang terbuka hijau, tempat rekreasi, sarana olahraga, dan lain-lain. Kemudian, pengembang rumah susun juga wajib melengkapi area rumah susunnya dengan utilitas umum, seperti jaringan listrik, jaringan telepon, dan jaringan gas (Evangelista and Tanawijaya 2018). 
Belakangan ini terdapat sebuah konsep hunian baru yaitu hunian di atas bangunan gedung komersial seperti Cosmo Park di atap Mall Thamrin City yang merupakan sebuah komplek perumahan mewah (Normand Edwin Elnizar 2019). Perumahan diatas bangunan gedung komersial ini mempunyai fasilitas yang tidak jauh berbeda dengan perumahan pada umumnya seperti lapangan tenis, kolam renang, tempat bermain anak, balai warga, ruang fitness, lift menuju ke mall dan lain sebagainya. Dalam perumahan tersebut juga menyediakan tenaga kebersihan dan keamanan bagi para penghuninya. Para penghuni juga bisa membawa kendaraan roda empat mereka hingga di depan rumah mereka yang berada di atap gedung mall tersebut. Hanya penghuni saja yang dapat mengakses perumahan tersebut, untuk tamu yang keluar masuk juga akan ditanyakan informasi data pengenal atau lainnya seperti di perumahan pada umumnya. Rata-rata penghuni disana adalah mereka yang mempunyai usaha seperti usaha toko di dalam mall nya (Ardito Ramadhan 2019). Aturan yang digunakan untuk konsep perumahan diatas bangunan komersial ini juga masih membingungkan, sesuai dengan definisi perumahan yang tercantum dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yaitu :
“Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni”.
Perumahan diatas bangunan gedung komersial ini juga terdiri dari kumpulan rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum. Dalam sebuah lingkungan perumahan harus disediakan prasarana untuk memberikan kemudahan bagi penghuni. Prasarana-prasarana yang harus disediakan antara lain jalan, sumber air bersih, sarana pengolahan limbah, saluran air hujan, sarana pembuangan sampah, dan jaringan listrik (Sastra and Marlina 2006). Pembedanya adalah letaknya yang berada diatas mall atau bangunan gedung komersial sedangkan jika perumahan landed biasa bangunannya menempel dengan tanah. Hal ini berpengaruh juga terhadap hak kepemilikannya yang tidak dapat dipisahkan dari tanah dibawahnya yaitu bangunan mall atau bangunan gedung komersial tersebut.
Melihat pada definisi rumah susun berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun (Selanjutnya disebut UU Rumah Susun) :
“Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama”.
Konsep perumahan diatas bangunan gedung komersial ini juga tidak sesuai dengan pasal 2 huruf e UU Rumah Susun asas keefisienan dan kemanfaatan. Dalam penjelasan pasal 2 huruf e UU Rumah Susun, yang dimaksud dengan asas keefisienan dan kemanfaatan adalah  memberikan landasan penyelenggaraan rumah susun yang dilakukan dengan memaksimalkan potensi sumber daya tanah, teknologi rancang bangun, dan industri bahan bangunan yang sehat serta memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Di daerah perkotaan dimana tingkat kebutuhan akan ruang sangat tinggi, konsep ruang baik hunian ataupun komersial secara landed menjadi kurang efisien. Kota dengan luas tanah yang terbatas tidak dapat menjawab hal tersebut sehingga untuk menjawab kebutuhan tersebut, maka di Indonesia diperkenalkan konsep hunian vertikal yang disebut rumah susun (Sutedi 2010).
Menurut Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, pembangunan perumahan diatas bangunan gedung komersial dinilai kurang optimal dalam memanfaatkan lahan yang ada di tengah kepadatan ibukota (Lola Lolita 2019). Pasalnya jika konsep ini diterapkan maka hunian yang ada tidak cukup banyak hanya sekitar 78 rumah saja. Sedangkan, jika menggunakan konsep hunian vertikal maka upaya untuk menangani keterbatasan lahan akan lebih optimal sebab bangunan yang jadi akan lebih banyak memuat orang. 
Jika melihat konsep perumahan diatas gedung menurut pandangan ilmu tata kota, di kota-kota dunia justru sedang gencar-gencarnya menerapkan atap bangunan maupun mall sebagai ruang terbuka hijau. Hal ini termasuk penerapan fungsi atap di negara-negara maju. Di Indonesia, khususnya dijakarta, Gubernur DKI Jakarta terdahulu, Fauzi Bowo, telah mengeluarkan peraturan yang tertuang didalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 38 tahun 2012 tentang Bangunan Gedung Hijau (selanjutnya disebut Pergub Bangunan Gedung Hijau). Peraturan itu wajib diterapkan pada kantor, perdagangan, rumah susun atau apartemen serta gedung yang penggunaannya lebih dari satu dengan total luas lantai lebih dari 50 ribu meter persegi. Peraturan ini juga berlaku bagi hotel dan sarana kesehatan dengan total luas lantai lebih dari 20 meter persegi. Serta fasilitas pendidikan dengan total luas lantai lebih dari 10 ribu meter persegi. Pergub bangunan gedung hijau itu yang mendorong atap-atap gedung dihijaukan (roof garden) bisa berupa taman atap atau pertanian kota. Dengan begitu, setidaknya dapat mereduksi polusi udara akibat gas buang kendaraan disamping meningkatkan estetika kota.
Kemudian, konsep perumahan diatas bangunan komersial ini juga tidak sesuai dengan tata ruang kota DKI Jakarta. Pasal 13 ayat (5) UU Rumah Susun menyebutkan:

“Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta penetapan zonasi dan lokasi pembangunan rumah susun dilakukan sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta”.
Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 telah disebutkan juga bahwa dalam rencana tata kota itu akan membatasi pembangunan hunian horizontal dan akan meningkatkan pembangunan hunian vertikal.
Dilihat dari hak kepemilikannya, perbedaan konsep hak milik (Sertifikat Hak Milik) pada rumah biasa dengan rumah susun apabila seseorang membeli rumah biasa di komplek perumahan, kepemilikannya biasanya berupa Sertifikat Hak Milik. Orang yang memiliki Sertifikat Hak Milik berdasarkan sistem hukum Indonesia (Undang-Undang Pokok Agraria) sangat kuat dan bersifat selamanya yang kepemilikannya meliputi bangunan diatas tanah, tanah di halaman rumahnya, tanah yang berada di bawahnya serta apa yang ada diatas bangunan tersebut. Adapun apabila seseorang membeli rumah susun atau apartemen maka sertifikat hak miliknya bukan Sertifikat Hak Milik seperti rumah biasa namun konsep kepemilikannya bersifat strata title (Sutedi 2010).
Konsep hukum kepemilikan model strata title tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia yang berasal dari hukum Belanda yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Istilah strata title pertama kali diperkenalkan di Australia melalui strata titles act Tahun 1967. Konsep hukum strata title dikenal di negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon (Inggris beserta negara-negara jajahannya dan Amerika) dan berakar pada jenis tenancy in common (Sutedi 2010). Konsep strata title memisahkan hak terhadap beberapa strata (tingkatan), yakni terhadap hak atas permukaan tanah, atas bumi di bawah tanah, dan udara diatasnya (Fuady 1994) Jika dikaitkan dengan konsep perumahan diatas bangunan gedung komersial ini masih membingungkan hak kepemilikannya karena perumahan ini memang mempunyai konsep landed house tetapi tidak menempel dengan tanah. 
Dilihat dari aspek Izin Mendirikan Bangunan (IMB), IMB ini akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan tata ruang yang telah ditentukan. Selain itu, adanya IMB menunjukkan bahwa rencana konstruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama. Jadi, ketika ingin membangun suatu bangunan maka sejak awal perencanaan bangunan gedung telah mengesahkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan model tersebut. Kawasan pembangunan cosmo park yang berada diatas mall thamrin city itu awalnya diperuntukkan sebagai pusat suku cadang kendaraan dan bengkel. Lalu, kemudian berubah fungsi menjadi hunian. Hal ini penting untuk dijelaskan karena berkaitan dengan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kemudian mengenai fungsinya apakah sebagai rumah tinggal atau rumah susun. Perlu dilihat juga apakah bangunan tersebut memiliki Sertifikat Layak Fungsi (SLF) (Pebriansyah Ariefana 2019).
Dilihat dari fungsi dan pemanfaatannya, Menurut pasal 29 ayat (1), (2),dan (3) Undang-Undang Rumah Susun, 
“(1) Pelaku pembangunan harus membangun rumah susun dan lingkungannya sesuai dengan rencana fungsi dan pemanfaatannya. 

(2) Rencana fungsi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari bupati/walikota.

(3) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, rencana fungsi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin Gubernur”.

Kemudian Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Rumah Susun,

“(1) pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) harus mendapatkan izin dari bupati/walikota.

(2) khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Gubernur”.
Rencana fungsi awal pembangunan gedung tersebut adalah untuk pusat suku cadang kendaraan dan bengkel. Namun, dalam perkembangannya ternyata digunakan sebagai gedung komersial yaitu Thamrin City yang merupakan sebuah mall atau pusat perbelanjaan murni, yang telah berdiri dan beroperasional sejak tahun 2010. Karena rencana pengembangan rumah diatas mall, maka yang memungkinkan adalah dengan merubah fungsi dan pemanfaatannya menjadi rumah susun campuran. Jika melihat Pasal 51 ayat (1) UU Rumah Susun, “pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 dapat berubah dari fungsi hunian ke fungsi campuran karena perubahan rencana tata ruang”. Didalam pasal tersebut hanya menjelaskan perubahan pemanfaatan dari hunian ke fungsi campuran. Sedangkan, mall Thamrin City merupakan bangunan pusat perbelanjaan murni yang dirubah ke fungsi campuran karena adanya penambahan perumahan diatasnya.
Selama ini belum terdapat aturan yang mengatur tentang berubahnya fungsi pusat perbelanjaan menjadi fungsi rumah susun campuran sehingga menimbulkan persoalan tentang status kepemilikan perumahan diatas bangunan gedung komersial yang belum jelas.
Berdasarkan hal tersebut, pembahasan mengenai ketentuan hukum perumahan diatas bangunan gedung komersial ini sangat diperlukan sebagai bentuk kepastian hukum. Karena perumahan diatas bangunan gedung komersial ini belum memiliki aturan yang jelas. Oleh karenanya, penulis merumuskan permasalahan tentang Apakah pembangunan perumahan diatas bangunan gedung komersial yang telah beroperasional dapat dibenarkan menurut Peraturan Perundang-Undangan dan apa bukti kepemilikan atas rumah yang dibangun diatas bangunan gedung komersial?
METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan untuk diteliti dan dikaitkan dengan permasalahan yang akan diteliti (Soekanto and Mamudji 2001). Permasalahan yang menjadi pokok penelitian dalam penelitian ini adalah terjadi kekosongan hukum mengenai pengaturan perumahan diatas bangunan gedung komersial.
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual dengan cara sebagai berikut: 

a. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum tersebut. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi (Marzuki 2017). Pendekatan undang-undang ini digunakan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang. 
b. Pendekatan konseptual ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, maka akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah konsep rumah susun.
Jenis Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional (Fajar and Achmad 2010) yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku, teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamfleat, lefleat, brosur dan berita internet (Fajar and Achmad 2010). Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan proposal ini meliputi buku-buku teks (literatur) tentang perumahan dan rumah susun, jurnal-jurnal hukum, pendapat hukum para ahli, dan berita dari internet yang berkaitan dengan keberadaan perumahan diatas bangunan komersial tersebut.
Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode kepustakaan terhadap data sekunder yang berhubungan dengan obyek penelitian, kemudian dikaji sebagai satu kesatuan yang utuh. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, menafsirkan dan membuat ulasan-ulasan bahan-bahan hukum yang terdapat pada buku-buku di perpustakaan maupun jurnal hukum di internet guna dapat mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perumahan diatas bangunan gedung komersial.
Setelah melakukan pengumpulan bahan hukum, untuk memudahkan pembahasan permasalahan maka bahan hukum disusun secara sistematis. Sistematisasi bahan hukum primer dapat dilakukan dengan cara pengumpulan berpatokan pada hierarki peraturan perundang-undangan dengan dimulai mencari norma pada tingkatan konstitusi, undang-undang, peraturan pelaksanaan undang-undang seperti peraturan pemerintah dan peraturan pemerintah daerah dan lain-lain yang berkaitan dengan isu sentral dan permasalahan penelitian.
Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menelaah data sekunder, maka penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya (Soekanto 2006). Teknik analisis bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang mengkaji atau telaah terhadap hasil pengolahan bahan hukum yang dibantu dengan teori yang telah didapatkan sebelumnya. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode preskripsi. Penelitian menggunakan metode preskripsi bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada (Ibrahim 2006).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan pembangunan perumahan diatas bangunan gedung komersial yang telah beroperasioanal menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pengertian bangunan gedung menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, “Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.”
Bangunan gedung memiliki beberapa fungsi, seperti yang dijelaskan dalam pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, yaitu: “(1)Fungsi bangunan gedung meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus.

(2) Bangunan gedung fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bangunan untuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara.
(3) Bangunan gedung fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng.
(4) Bangunan gedung fungsi usaha sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1) meliputi bangunan gedung untuk  perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan. 
(5) Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan  kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum.
(6) Bangunan gedung fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan  bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri.
(7) Satu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi.”

Salah satu fungsi bangunan gedung adalah sebagai fungsi usaha atau dengan kata lain juga disebut sebagai bangunan komersial yang didirikan untuk mendukung aktifitas komersial meliputi jual, beli, dan sewa. Bangunan komersial ditujukan untuk keperluan bisnis sehingga faktor lokasi yang strategis memegang peranan penting bagi kesuksesan bangunan tersebut. Contoh-contoh bangunan komersial terdapat dalam penjelasan pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, “Lingkup bangunan gedung fungsi usaha adalah: 

a. perkantoran, termasuk kantor yang disewakan;
b. perdagangan, seperti warung, toko, pasar, dan mal;
c. perindustrian, seperti pabrik, laboratorium, dan perbengkelan;
d. perhotelan, seperti wisma, losmen, hostel, motel, dan hotel;
e. wisata dan rekreasi, seperti gedung pertemuan, olahraga, anjungan, bioskop, dan gedung pertunjukan;
f. terminal, seperti terminal angkutan darat, stasiun kereta api, bandara, dan pelabuhan laut;
g. penyimpanan, seperti gudang, tempat pendinginan, dan gedung parkir.


Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bangunan mall termasuk dalam bangunan gedung fungsi usaha atau dengan kata lain bangunan komersial. Pemilihan fungsi bangunan gedung harus ditetapkan di awal dan harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota seperti yang tercantum dalam pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, “(1) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

(2) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dicantumkan dalam izin mendirikan bangunan.”
Jadi, Penetapan fungsi bangunan gedung oleh Pemerintah Daerah diberikan dalam proses perizinan mendirikan  bangunan gedung.
Mengenai perubahan fungsi bangunan gedung juga dijelaskan dalam pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, “Perubahan fungsi bangunan gedung yang   telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dan penetapan kembali oleh Pemerintah Daerah.”

Dari penjelasan diatas, maka melakukan perubahan pada fungsi bangunan gedung diperbolehkan asalkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam izin mendirikan bangunannya.  
Perubahan fungsi bangunan gedung dalam penjelasan pasal 6 ayat (3) UU bangunan gedung, “Setiap perubahan fungsi bangunan gedung harus diikuti oleh pemenuhan persyaratan bangunan gedung terhadap fungsi yang baru, dan diproses kembali untuk mendapatkan perizinan yang baru dari Pemerintah Daerah. Perubahan fungsi bangunan gedung termasuk perubahan pada fungsi yang sama, misalnya fungsi usaha perkantoran menjadi fungsi usaha perdagangan atau fungsi sosial pelayanan pendidikan menjadi fungsi sosial pelayanan kesehatan.”

Mengenai perubahan fungsi bangunan gedung juga diatur dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung yaitu, “(1) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dapat diubah melalui permohonan baru izin mendirikan bangunan gedung.

(2) perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung 
diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW kabupaten/kota, RDTRKP, dan/atau RTBL.
(3) perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung 
harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

(4) perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung 
ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam izin mendirikan bangunan gedung, kecuali bangunan gedung fungsi khusus ditetapkan oleh Pemerintah.”

Kemudian dalam penjelasan atas pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung “perubahan fungsi misalnya dari bangunan gedung fungsi hunian menjadi bangunan gedung fungsi usaha.

Perubahan klasifikasi misalnya dari bangunan gedung milik negara menjadi bangunan gedung milik badan usaha, atau bangunan gedung semi permanen menjadi bangunan gedung permanen. 

Perubahan fungsi dan klasifikasi misalnya bangunan gedung hunian semi permanen menjadi bangunan gedung usaha permanen.”

Penjelasan pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung “perubahan dari satu fungsi dan/atau klasifikasi ke fungsi dan/atau klasifikasi yang lain akan menyebabkan perubahan persyaratan yang harus dipenuhi, karena sebagai contoh persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung fungsi hunian klasifikasi permanen jelas berbeda dengan persyaratan administratif dan teknis untuk bangunan gedung fungsi hunian klasifikasi semi permanen; atau persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung fungsi hunian klasifikasi permanen jelas berbeda dengan persyaratan administratif dan teknis untuk bangunan gedung fungsi usaha (misalnya toko) klasifikasi permanen. 

Perubahan fungsi (misalnya dari fungsi hunian menjadi fungi usaha) harus dilakukan melalui proses izin mendirikan bangunan gedung baru. 
Sedangkan untuk perubahan klasifikasi dalam fungsi yang sama (misalnya dari fungsi hunian semi permanen menjadi hunian permanen) dapat dilakukan dengan revisi/perubahan pada izin mendirikan bangunan gedung yang telah ada.”
Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan fungsi bangunan, yaitu: (Umar, Sela, and Tarore 2016)
1. Faktor kependudukan, faktor kependudukan merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan fungsi ruang. Pesatnya peningkatan jumlah penduduk telah meningkatkan permintaan tanah untuk perumahan.

2. Nilai lahan, nilai lahan adalah salah satu faktor yang menyebabkan perubahan fungsi pemanfaatan ruang. Nilai lahan merupakan salah satu alasan untuk membangun dan mengalihfungsikan lahan untuk fungsi campuran ini. Lokasinya yang berada di pusat kota juga menjadi daya tarik tersendiri pada kawasan ini.

3. Aksesibilitas, merupakan bagian terpenting dalam menunjang perkembangan suatu wilayah. Secara alami masyarakat menginginkan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan untuk permukiman yang dekat atau terjangkau dengan suatu kegiatan yang dilakukan. Aksesibilitas juga menjadi salah satu faktor perubahan fungsi dikarenakan dengan adanya akses yang baik dapat memudahkan dalam menjangkau kawasan lain. 
Pembangunan perumahan diatas bangunan gedung komersial ditinjau dari UU Rumah Susun, Pengertian rumah susun disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun yang merumuskan bahwa, “rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.”
Istilah rumah susun dapat dijumpai dalam berbagai pengertian. Kondominium menunjuk pada suatu bentuk pemilikan yang melibatkan lebih dari seorang pemilik bangunan. Sebelum istilah kondominium ini banyak digunakan, pada waktu lampau sering dikenal istilah seperti co-proprietors ownership, tergantung pada asal negaranya (Purbandari 2013).
Rumah susun terdiri dari beberapa jenis seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun yaitu, Menurut pasal 1 angka 7 UU Rusun “Rumah susun umum adalah rumah susun yang  diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi  masyarakat berpenghasilan rendah.”
Pasal 1 angka 8 UU Rusun “Rumah susun khusus adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.” 

Pasal 1 angka 9 UU Rusun “Rumah susun negara adalah rumah susun yang dimiliki negaradan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.”
Pasal 1 angka 10 UU Rusun “Rumah susun komersial adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan.”
Berdasarkan penggunaannya, rumah susun dapat dikelompokkan menjadi : (Budhiarti 2016)
1. Rumah susun hunian, yaitu rumah susun yang seluruhnya digunakan sebagai tempat tinggal.
2. Rumah susun bukan hunian, yaitu rumah susun yang seluruhnya digunakan sebagai tempat usaha atau kegiatan sosial.
3. Rumah susun campuran, yaitu rumah susun yang sebagian digunakan sebagai tempat tinggal dan sebagian lagi digunakan sebagai tempat usaha.

Penetapan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun harus ditetapkan diawal seperti yang dijelaskan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun yaitu, “(1) Pelaku pembangunan  harus membangun rumah susun dan lingkungannya sesuai dengan  rencana fungsi dan pemanfaatannya.

(2) Rencana fungsi dan pemanfaatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari bupati/walikota.

(3) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, rencana fungsi 
dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin Gubernur.”
Pemanfaatan rumah susun merupakan suatu upaya pendayagunaan rumah susun untuk dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Oleh karena itu, pemanfaatannya diatur dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah (Febrita and Rachmawati 2016). Pemanfaatan rumah susun tidak terbatas hanya sebagai tempat tinggal saja namun juga sebagai tempat usaha dan berbagai tujuan investasi (Sari 2018).
Mengenai pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun terdapat dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun yaitu, “(1) Pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) harus mendapatkan izin dari bupati/walikota.

(2) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, pengubahan 
rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Gubernur.

(3) Pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah 
susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi fungsi bagian bersama, benda bersama, dan fungsi hunian.

(4) Dalam hal pengubahan rencana fungsi dan 
pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) mengakibatkan pengubahan NPP, pertelaannya harus mendapatkan pengesahan kembali dari bupati/walikota.

(5) Khusus Provinsi DKI Jakarta pengubahan rencana 
fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana  dimaksud pada ayat (4) mendapatkan pengesahan dari Gubernur.

(6) Untuk mendapatkan izin pengubahan sebagaimana 
dimaksud  pada ayat (1), pelaku pembangunan harus mengajukan alasan dan usulan pengubahan dengan melampirkan:

a. gambar rencana tapak beserta pengubahannya;
b. gambar rencana arsitektur beserta pengubahannya;
c. gambar rencana struktur dan penghitungannya beserta pengubahannya;  
d. gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama beserta pengubahannya; dan
e. gambar rencana utilitas umum dan instalasi serta perlengkapannya beserta pengubahannya.

(7) Pengajuan izin pengubahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dan ayat (5) dikenai retribusi.”
Mengenai perubahan fungsi dan pemanfaatan rumah susun diatur dalam Pasal 51, “(1) Pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat berubah dari fungsi hunian ke fungsi campuran karena perubahan rencana tata ruang.

(2) Perubahan fungsi yang diakibatkan oleh perubahan 
rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar mengganti sejumlah rumah susun dan/atau  memukimkan kembali pemilik sarusun yang dialih fungsikan.

(3) Pihak yang melakukan perubahan fungsi rumah susun 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjamin hak kepemilikan sarusun.

Jadi, menurut UU Rumah Susun, perubahan fungsi untuk rumah susun hanya dapat dilakukan dari yang semula adalah rumah susun hunian menjadi rumah susun campuran dengan tidak mengurangi fungsi bagian bersama, benda bersama, dan fungsi hunian. Dari undang-undang ini, yang ditekankan hanya perubahan dari rusun ke rusun sedangkan pembangunan perumahan diatas bangunan gedung ini adalah bukan rumah susun yang akan dirubah ke rumah susun campuran.
Kemudian, perubahan fungsi bangunan ditinjau dari peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun pasal 32 yaitu, “(1) perubahan rencana peruntukan dan pemanfaatan rumah susun harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan telah memperoleh pengesahan atas perubahan dimaksud beserta pertelaannya, dan uraian nilai perbandingan proportional sebagaimana dimaksud dalam pasal 31.

(2) perubahan rencana peruntukan dan pemanfaatan suatu 
bangunan gedung bertingkat menjadi rumah susun, harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).” 

Kemudian juga dijelaskan dalam penjelasan pasal 79, “sebagai contoh bangunan gedung bertingkat yang tidak termasuk dalam pengertian rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.16 tahun 1985 adalah rumah toko, rumah sarana industri dan lain-lain yang dibangun bertingkat diatas tanah bersama. Sebagai contoh bangunan gedung tidak bertingkat yang dibangun diatas tanah bersama dalam suatu lingkungan adalah rumah-rumah peristirahatan, rumah kota (town house) dan lain-lain.”
Dilihat dari kedua aturan diatas mengenai pembangunan perumahan diatas bangunan gedung komersial dengan merubah fungsi bangunan komersial menjadi rumah susun campuran, masih menimbulkan ketidakjelasan hukum sehingga diperlukan adanya penemuan hukum. 
Penemuan hukum atau konstruksi hukum terjadi apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang belum jelas aturannya untuk dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa atau belum ada aturan hukum sama sekali dalam menangani suatu permasalahan hukum yang ada di masyarakat. Dalam hal ini yang dimaksud kekosongan hukum dan dapat mengakibatkan permasalahan hukum di masa mendatang, perlu adanya penemuan hukum atau konstruksi hukum yang ditemukan atau dibentuk untuk mengatasi kekosongan hukum dalam menghadapi permasalahan hukum di masa mendatang. 
Konstruksi hukum adalah cara mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum. Konstruksi hukum terdiri dari 3 bentuk, yaitu: (Juanda 2017)
1. Analogi adalah penerapan sesuatu ketentuan hukum 

bagi keadaan yang pada dasarnya sama dengan keadaan yang secara eksplisit diatur dengan ketentuan hukum tersebut, tetapi penampilan atau bentuk perwujudannya lain. 
2. Penghalusan hukum yaitu dengan tidak menerapkan atau menerapkan hukum secara lain daripada ketentuan hukum tertulis yang ada atau memperlakukan hukum sedemikian rupa sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan.
3. Argumentum a contrario adalah ugkapan pengingkaran terhadap hal yang sebaliknya .
Dalam penelitian ini yang digunakan adalah konstruksi hukum analogi.
Berikut ini adalah pasal yang digunakan dalam analogi:

Menurut penjelasan pasal 6 ayat (3) UU bangunan gedung, “Setiap perubahan fungsi bangunan gedung harus diikuti oleh pemenuhan persyaratan bangunan gedung terhadap fungsi yang baru, dan diproses kembali untuk mendapatkan perizinan yang baru dari Pemerintah Daerah. Perubahan fungsi bangunan gedung termasuk perubahan pada fungsi yang sama, misalnya fungsi usaha perkantoran menjadi fungsi usaha perdagangan atau fungsi sosial pelayanan pendidikan menjadi fungsi sosial pelayanan kesehatan.”
Ketentuan tersebut berarti bahwa perubahan fungsi bangunan gedung bisa dilakukan terhadap fungsi yang berbeda maupun fungsi yang sama. Jika perubahan fungsi yang sama dimisalkan fungsi usaha perkantoran menjadi fungsi usaha perdagangan maka pada kasus ini berlaku perubahan fungsi yang berbeda yaitu dari fungsi usaha menjadi fungsi campuran.
Menurut peraturan pemerintah nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun pasal 32 ayat (2), “perubahan rencana peruntukan dan pemanfaatan suatu bangunan gedung bertingkat menjadi rumah susun, harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”
Ketentuan tersebut berarti bahwa suatu bangunan gedung bertingkat dapat dirubah fungsinya menjadi rumah susun. Bangunan gedung komersial termasuk bangunan gedung bertingkat yang dapat dirubah fungsinya menjadi fungsi rumah susun. Rumah susun sendiri terdapat dua fungsi yaitu fungsi hunian dan fungsi campuran. Dalam kasus ini yang dimaksud adalah rumah susun dengan fungsi campuran.
Berdasarkan konstruksi hukum,  maka menghasilkan pasal baru yang bunyinya seperti ini :

“Perubahan fungsi bangunan gedung komersial menjadi rumah susun harus memenuhi persyaratan fungsi yang baru dan mendapat perizinan yang baru dari Pemerintah Daerah”.
Jadi, melakukan perubahan fungsi bangunan dari bangunan komersial menjadi bangunan rumah susun campuran maka perubahan dapat dibenarkan jika konstruksi hukumnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selama memenuhi persyaratan bangunan gedung yaitu persyaratan administratif dan persyaratan teknis dengan fungsi yang baru dan diproses kembali untuk mendapatkan izin yang baru dari pemerintah daerah.
Bukti Kepemilikan atas rumah yang dibangun diatas bangunan gedung komersial
Berdasarkan rumusan masalah yang pertama,  dengan diperbolehkannya pembangunan perumahan diatas bangunan gedung komersial maka diperlukan suatu bukti kepemilikian baru. Dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dan pasal 32 ayat (1) PP 24/1997 ditentukan bahwa sertifikat berfungsi sebagai alat bukti hak atas tanah. Terkait dengan kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah, sertifikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya (Ismail 2011). Sertifikat sebagai alat bukti hak atas tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota melalui suatu proses pendaftaran tanah. Sertifikat hak atas tanah merupakan produk hukum Pejabat Tata Usaha Negara (PTUN), maka produk hukum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berlaku ketentuan hukum administrasi (Susanto 2014). Jenis sertifikat hak atas tanah berdasarkan objek pendaftaran tanah dalam PP No.40 Tahun 1996 dan PP No. 24 Tahun 1997, yaitu: Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pengelolaan, Hak Pakai, Wakaf, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Sertifikat Hak Tanggungan.
Tujuan penerbitan sertifikat adalah agar pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan haknya. Oleh karena itu, sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat. Selanjutnya apabila tidak ada kepastian mengenai hak atas tanah yang bersangkutan, yang mana masih ada catatan dalam pembukuannya, pada prinsipnya sertifikat belum dapat diterbitkan. Meskipun telah mendapat pengakuan dalam UUPA, sertifikat hak milik belum menjamin kepastian hukum pemilikannya karena dalam peraturannya sendiri memberi peluang dimana sepanjang ada pihak lain yang merasa memiliki tanah dapat menggugat pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat secara keperdataan melalui peradilan umum, atau menggugat Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, atau gugatan yang menyangkut teknis administrasi penerbitannya (Sutedi 2010).
Bukti kepemilikan bangunan gedung dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) Huruf b UU bangunan gedung yaitu, “Status kepemilikan bangunan gedung  merupakan surat bukti kepemilikan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil kegiatan pendataan bangunan gedung. Dalam hal terdapat pengalihan hak kepemilikan bangunan gedung, pemilik yang baru wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.”

Bukti kepemilikan bangunan gedung komersial sendiri adalah hak guna bangunan yang nantinya akan berubah status menjadi tanah bersama ketika diatasnya berdiri perumahan dengan merubah konsep ke rumah susun. Hal ini menyebabkan perubahan konsep yang awalnya kepemilikan tanah hanya dimiliki oleh developer menjadi semuanya ikut memiliki. Mengenai bukti kepemilikan rumah susun, bukti kepemilikan rumah susun adalah sertifikat hak milik atas satuan rumah susun (SHM Sarusun) yang mempunyai karakteristik khusus bila dibandingkan dengan sertifikat hak atas tanah pada umumnya (Masrofah 2016). Karakteristik khusus SHM Sarusun dinyatakan oleh R.Soeprapto, yaitu: sertifikat tanda bukti hak milik atas satuan rumah susun ini tidak terikat pada macam hak hak atas tanah. Oleh karena itu, berlaku bagi satuan rumah susun yang berdiri diatas tanah hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai atas tanah negara dengan menggunakan sebutan sertifikat tanda bukti hak milik atas satuan rumah susun (Azrianti 2016).
Pada rumah susun terdapat bagian yang dapat dimiliki secara perseorangan dan terpisah, dan terdapat pula bagian yang merupakan hak bersama. Sertifikat rumah susun memiliki keistimewaan karena apapun jenis tanah dimana rumah susun dibangun sertifikat kepemilikan rumah susun tetaplah Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHM Sarusun) (Hartono 2017).
Sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1), (2), dan (4) UU Rumah Susun yang menyatakan, “(1)
Sebagai tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai di atas tanah negara, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan diterbitkan SHM sarusun.

(2) SHM sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diterbitkan bagi setiap orang yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah.

(4) SHM sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diterbitkan oleh kantor pertanahan kabupaten/kota.”

Berdasarkan Pasal 47 ayat (3) UU Rumah Susun. “SHM sarusun terdiri dari :

a. Salinan buku tanah dan surat ukur atas hak tanah bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Gambar denah lantai pada tingkat rumah susun bersangkutan yang menunjukkan sarusun yang dimiliki; dan
c. Pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama bagi yang bersangkutan.”

Perubahan fungsi bangunan dari fungsi bangunan gedung komersial menjadi fungsi bangunan rumah susun campuran tentu mengakibatkan perubahan pada bukti kepemilikan bangunan tersebut. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa jika melakukan perubahan fungsi bangunan, maka harus menyesuaikan persyaratan-persyaratan fungsi bangunan tersebut ke fungsi yang baru. Artinya bukti kepemilikan yang semula bangunan komersial harus dirubah juga menjadi bukti kepemilikan rumah susun. 
Perubahan bukti kepemilikan dari bangunan gedung komersial menjadi bangunan rumah susun campuran harus dilakukan dengan cara membuat akta pemisahan yaitu akta yang memisahkan bagian-bagian satuan rumah susun. 
Berdasarkan UU Rumah Susun pasal 25, “(1) dalam membangun rumah susun, pelaku pembangunan wajib memisahkan rumah susun atas sarusun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

(2) benda bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menjadi bagian bersama jika dibangun sebagai bagian bangunan rumah susun. 

(3) pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberikan kejelasan atas: 

a. batas sarusun yang dapat digunakan secara terpisah 
untuk setiap pemilik;

b. batas dan uraian atas bagian bersama dan benda 
bersama yang menjadi hak setiap sarusun; dan 

c. batas dan uraian tanah bersama dan besarnya bagian 
yang menjadi hak setiap sarusun.”
Pasal 26 UU Rumah Susun, “(1) pemisahan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) wajib dituangkan dalam bentuk gambar dan uraian. 

(2) gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) menjadi dasar untuk menetapkan NPP, SHM Sarusun atau SKBG sarusun, dan perjanjian pengikatan jual beli.

(3) gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dibuat sebelum pelaksanaan pembangunan rumah susun.

(4) gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dituangkan dalam bentuk akta pemisahan yang disahkan oleh bupati/walikota.
(5) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, akta pemisahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh Gubernur.”
Pasal 27 UU Rumah Susun, “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan rumah susun serta gambar dan uraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dan pasal 26 diatur dengan peraturan pemerintah.”
Syarat penerbitan sertifikat rumah susun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun, Seperti yang terdapat dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun mengenai pemilikan satuan rumah susun yaitu, “(1) penyelenggara pembangunan wajib memisahkan rumah susun meliputi bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama dengan pertelaan yang jelas dalam bentuk gambar, uraian, dan batas-batasnya dalam arah vertikal dan horizontal sebagaimana diatur dalam pasal 31, dengan penyesuaian seperlunya sesuai kenyataan yang dilakukan dengan pembuatan akta pemisahan. 

(2) pertelaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang 
berkaitan dengan satuan-satuan yang terjadi karena pemisahan rumah susun menjadi hak milik atas satuan rumah susun, mempunyai nilai perbandingan proporsional yang sama, kecuali ditentukan lain yang dipakai sebagai dasar untuk mengadakan pemisahan dan penerbitan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun.

(3) Akta pemisahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
disahkan oleh Pemerintah Daerah dilampiri gambar, uraian, dan batas-batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dan pasal 31.

(4) Akta pemisahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 
harus didaftarkan oleh penyelenggara pembangunan pada Kantor Agraria Kabupaten atau Kotamadya dengan melampirkan sertifikat hak atas tanah, izin layak huni, beserta warkah-warkah lainnya.

(5) hak milik atas satuan rumah susun terjadi sejak 
didaftarkannya akta pemisahan dengan dibuatnya Buku Tanah untuk setiap satuan rumah susun yang bersangkutan.

Kemudian, setelah membuat akta pemisahan, penyelenggara wajib mendaftarkannya ke kantor Agraria untuk selanjutnya dibuatkan buku tanah bagi setiap satuan rumah susunnya berdasarkan hak milik atas satuan rumah susun. 
Penerbitan SHM Sarusun berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, tidak memiliki perbedaan khusus terhadap proses penerbitan SHM Sarusun dengan penerbitan hak atas tanah pada umumnya. Akan tetapi, dalam penelusuran dokumen diketahui bahwa tata cara pembuatan buku tanah dan penerbitan sertifikat hak milik satuan rumah susun menjalani proses yang sedikit berbeda dengan pendaftaran tanah pada umumnya. Ditemukan suatu keterangan bahwa sebelum SHM Sarusun diterbitkan atas nama pemilik perseorangan, sebelumnya harus diterbitkan dulu SHM Sarusun atas nama pengembang sebagai pemilik pertama, dan setelahnya dapat diberi nama bila unit satuan rumah tersebut laku terjual (Wafi and Suharto 2016).
Bukti kepemilikan ini merupakan suatu kepastian hukum, dimana kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi (Rato 2010). Adanya kepastian hukum tersebut, membuat masyarakat menjadi tahu tentang kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatanya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapanya.
Artinya kepastian hukum dalam bidang hukum pertanahan adalah para pemegang hak harus memperoleh kepastian mengenai haknya dan adanya instruksi yang jelas bagi pemerintah. Hal ini diwujudkan dengan penyelenggaraan pendaftaran tanah yang bersifat recht-kadaster, sehingga dapat menjamin terwujudnya kepastian hukum.
Dalam penjelasan diatas, telah dijelaskan bahwa bukti kepemilikan bangunan gedung komersial sendiri adalah hak guna bangunan yang akan dirubah menjadi tanah bersama yang diatasnya berdiri rumah susun. Hal ini menyebabkan perubahan konsep yang awalnya kepemilikan tanah hanya dimiliki oleh developer menjadi semuanya ikut memiliki. Berdasarkan rumusan masalah yang pertama telah dijelaskan bahwa jika melakukan perubahan fungsi ke fungsi baru maka otomatis akan merubah semuanya dari persyaratan administratif, persyaratan teknis, hingga perubahan bukti kepemilikan yang baru. Karena bangunan gedung ini awalnya adalah mall yang dirubah menjadi rumah susun campuran maka, pengaturan kepemilikan otomatis juga harus berubah mengikuti aturan kepemilikan rumah susun. 
Jadi, bukti kepemilikan atas rumah yang dibangun diatas bangunan gedung komersial ini adalah SHM Sarusun begitupun kepemilikan bangunan dibawahnya juga akan mengikuti.

PENUTUP

Simpulan

1. Melakukan perubahan fungsi bangunan dari bangunan komersial menjadi bangunan rumah susun campuran maka perubahan dapat dibenarkan jika konstruksi hukumnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selama memenuhi persyaratan bangunan gedung yaitu persyaratan administratif dan persyaratan teknis dengan fungsi yang baru dan diproses kembali untuk mendapatkan izin yang baru dari pemerintah daerah.

2. Perubahan fungsi bangunan menyebabkan perubahan bukti kepemilikan. Bangunan gedung yang awalnya adalah bangunan gedung komersial kemudian dirubah menjadi rumah susun campuran maka, pengaturan kepemilikan otomatis juga harus berubah mengikuti aturan kepemilikan rumah susun. Jadi, bukti kepemilikan atas rumah yang dibangun diatas bangunan gedung komersial ini adalah SHM Sarusun begitupun kepemilikan bangunan  dibawahnya juga akan mengikuti.
Saran

1. Ditujukan kepada DPR, diharapkan menerbitkan peraturan terkait dengan perubahan fungsi bangunan komersial yang telah beroperasional menjadi bangunan rumah susun secara lebih spesifik. Kemudian perlu adanya pembahasan tentang perubahan konsep bangunan gedung ke rumah susun di dalam UU Rumah Susun dan segera menerbitkan PP Rumah Susun terbaru mengikuti UU Rumah Susun yang berlaku. Membuat definisi atas bangunan gedung bertingkat menurut peraturan perundang-undangan. Membuat aturan teknis tentang perubahan bukti kepemilikan dari bangunan gedung komersial menjadi bangunan rumah susun campuran.
2. Ditujukan kepada pengembang perumahan diatas bangunan gedung komersial, konsep yang dapat merubah bangunan komersial menjadi rumah susun memang dimungkinkan. Hanya saja perlu dipenuhi perubahan syarat bangunan gedung oleh pengembang perumahan.

DAFTAR PUSTAKA

Alif, M. Rizal. 2009. “Analisis Kepemilikan Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun Di Dalam Kerangka Hukum Benda.” Bandung: Penerbit CV. Nuansa Aulia.

Andi, Hamzah, Suandra I. Wayan, and B. A. Manulu. 1990. “Dasar-Dasar Hukum Perumahan.” Rineka Cipta Jakarta Agustus.

Ardito Ramadhan. 2019. “Viral Perumahan Di Atas Thamrin City, Apa Saja Fasilitasnya?” Rabu, 26 Juni. Retrieved September 25, 2019 (https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2019/06/26/16190881/viral-perumahan-di-atas-thamrin-city-apa-saja-fasilitasnya).

Azrianti, Seftia. 2016. “Tinjauan Yuridis Kepemilikan SatuAn Rumah Susun Oleh Warga Negara Asing Di Indonesia (Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun).” JURNAL DIMENSI 4(1).

Budhiarti, Ina. 2016. “Perlindungan Hukum Bagi Penghuni Satuan Rumah Susun Di Bidang Pengelolaan Rumah Susun Di Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.” Jurnal Wawasan Yuridika 34(1):87–101.

Djemabut, Blaang. 1986. “Perumahan Dan Permukiman Sebagai Kebutuhan Pokok.” Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Evangelista, Octavianna and Hanafi Tanawijaya. 2018. “ANALISIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PENGEMBANG RUMAH SUSUN TERKAIT KETIADAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN JUNTO UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG (STUDI KASUS APARTEMEN PARAM.” Jurnal Hukum Adigama 1(1):1709–32.

Fajar, Mukti and Yulianto Achmad. 2010. “Dualisme Penelitian Hukum.” Normatif Dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Febriani, Ayu Fitria. 2019. “Kebijakan Kepemilikan Rumah Susun Di Indonesia.” Lentera Hukum 6(1):15–32.

Febrita, Diana and Rini Rachmawati. 2016. “Pemanfaatan Rumah Susun Dan Kebutuhan Pengembangannya Di Kabupaten Sleman.” Jurnal Bumi Indonesia 5(2).

Fuady, Munir. 1994. Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek. Citra Aditya Bakti.

Hartono, Andy. 2017. “Kepemilikan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.” Jurnal Rechtens 2(1).

Ibrahim, Johnny. 2006. “Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.” Malang: Bayumedia Publishing 57.

Ismail, Ilyas. 2011. “Sertifikat Sebagai Alat Bukti Hak Atas Tanah Dalam Proses Peradilan.” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 13(1):23–34.

Juanda, Enju. 2017. “Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum.” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 4(2):168–80.

Kusumastuti, Dora. 2015. “Kajian Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberian Subsidi Di Sektor Perumahan.” Yustisia Jurnal Hukum 4(3):541–57.

Lola Lolita. 2019. “Viral Perumahan Diatap Gedung, Ini Kata Pengamat Tata Kota.” 28 Juni. Retrieved September 28, 2019 (https://www.brilio.net/wow/viral-perumahan-di-atap-gedung-ini-kata-pengamat-tata-kota-190628a.html).

Marzuki, Mahmud. 2017. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Prenada Media.

Masrofah, Masrofah. 2016. “PEMBERIAN HAK MILIK SATUAN RUMAH SUSUN DIATAS BEBERAPA HAK GUNA BANGUNAN PERORANGAN.” Badamai Law Journal 1(1):101–19.

Normand Edwin Elnizar. 2019. “Begini Penjelasan Hukum Rumah-Rumah Di Atap Gedung Jakarta.” Selasa, 2 Juli.

Pebriansyah Ariefana. 2019. “Status Kepemilikan Rumah Di Atas Mall Thamrin City Seperti Apartemen.” Retrieved September 12, 2019 (https://amp.suara.com/news/2019/06/28/145722/status-kepemilikan-rumah-di-atas-mal-thamrin-city-seperti-apartemen).

Purbandari, Purbandari. 2013. “Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Sebagai Jaminan Kredit.” Lex Jurnalica 10(3):18028.

Rato, Dominikus. 2010. “Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum.” Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Ridwan, M. n.d. “Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Atas Sertipikat Rumah Susun Hunian Atau Campuran Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 (Studi Di Kota Medan).”

s Hutagalung, Arie. 2007. “DINAMIKA PENGATURAN RUMAH SUSUN ATAU APARTEMEN.” Jurnal Hukum & Pembangunan 34(4):317–30.

Sari, Elsi Kartika. 2018. “PEMILIKAN KONDOMINIUM HOTEL/KONDOTEL DI BANDUNG, JAWA BARAT.” Jurnal Hukum PRIORIS 6(3):326–45.

Sastra, Suparno and Endy Marlina. 2006. “Perencanaan Dan Pengembangan Perumahan.” Sebuah Konsep, Pedoman Dan Strategi Perencanaan Dan Pengembangan Perumahan. Penerbit Andi. Jogjakarta.

Soekanto, Soerjono. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Soekanto, Soerjono and Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. RajaGrafindo Persada.

Susanto, Bronto. 2014. “Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.” DiH: Jurnal Ilmu Hukum 10(20).

Sutedi, Adrian. 2010. Hukum Rumah Susun & Apartemen. Sinar Grafika.

Umar, Feki Pebrianto, Rieneke L. E. Sela, and Raymond Ch Tarore. 2016. “Perubahan Fungsi Pemanfaatan Ruang Di Kelurahan Mogolaing Kota Kotamobagu.” SPASIAL 3(3):156–63.

Wafi, M. Shafiyuddin and R. Suharto. 2016. “Perolehan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (Studi Di Star Apartemen).” Diponegoro Law Journal 5(3):1–13.


12
1

